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PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PD. BPR BANK JEPARA ARTHA
TAHUN 2019

Perkembangan Perbankan yang sangat pesat dan disertai dengan semakin
kompleknya kegiatan usaha Bank mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank.
Good Corporate Governance (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk
saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh
industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders
dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika
(code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, PD. BPR
Bank Jepara Artha melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman kepada prinsip
Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang diatur di dalam POJK
No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang
pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran No. 05/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola
Bank Perkreditan Rakyat yaitu dengan pilar sebagai berikut:

1. Keterbukaan (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang
material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam
proses pengambilan keputusan, transparansi harus mengandung unsur pengungkapan
(disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan
dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan
masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif

2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
PD. BPR Bank Jepara Artha sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat
mempertanggungjawabkan kinerjanya secara fransparan dan akuntabel kepada
stakeholder, Untuk itu PD. BPR Bank Jepara Artha harus dikelola secara sehat,
terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham,
nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan
PD. BPR Bank Jepara Artha merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai
kinerja yang berkesinambungan.



3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan ketentuan internal PD. BPR Bank Jepara Artha serta tanggungjawab
terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin
terpeltharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Independensi mengandung unsur
kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka PD. BPR Bank
Jepara Artha, harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing -
masing organ beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan
tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas
dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang- undangan. Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur
perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing -
masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, PD. BPR Bank Jepara Artha harus
senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku

kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan dari masing - masing

pihak yang bersangkutan.
Tujuan Pelaksanaan GCG di PD. BPR Bank Jepara Artha adalah:

1. Meningkatkan kinerja dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan PD. BPR
Bank Jepara Artha sejalan dengan visi, misi dan rencana bisnis yang telah
ditetapkan.

2. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa
pengurusan dan pengawasan PD. BPR Bank Jepara Artha dijalankan secara

profesional



- Menjaga agar kegiatan operasional PD. BPR Bank Jepara Artha mematuhi

peraturan internal dan eksternal, serta perundang-undangan yang berlaku.

. Meningkatkan pertanggung-jawaban dan memberikan nilai tambah PD. BPR Bank

Jepara Artha kepada Stakeholders.

. Menjamin kesehatan dan kemajuan PD. BPR Bank Jepara Artha secara

berkesinambungan.,

. Memperbaiki dan meningkatkan budaya kerja PD. BPR Bank Jepara Artha.
. Mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif.

. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan PD. BPR Bank

Jepara Artha yang didasari pada prinsip-prinsip GCG

. Mendorong dan mendukung pengembangan PD. BPR Bank Jepara Artha.

Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dengan Penerapan GCG.

Terselenggaranya pengelolaan PD. BPR Bank Jepara Artha yang sehat dan berkualitas
yang didasarkan prinsip - prinsip dasar Good Corporate Governance tentu akan menjadi

tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam
pengelolaan usaha PD BPR Bank Jepara Artha akan melibatkan banyak pihak mulai dari
Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai hingga masyarakat sebagai pengguna jasa
perbankan. Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan
Good Corporate Governance, maka pihak Manajemen PD. BPR Bank Jepara Artha telah
mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1.

Dewan Pengawas mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Good Corporate Governance secara umum termasuk kebijakan Direksi
yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang benar.

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank yang sehat
serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan
ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip -
prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara
langsung melalui hasil pemeriksaan Satvan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun

melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direkst.



3.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif
dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan
pengawasan secara berkesinambungan guna memastikan bahwa Good Corporate
Governance telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ PD. BPR Bank Jepara
Artha

Pejabat serta Pegawai PD. BPR Bank Jepara Artha, setiap jajaran dalam organisasi
wajib memahami dan melaksanakan prinsip - prinsip Good Corporate Governance
secara menyeluruh di masing - masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG
yang efektif akan mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip - prinsip GCG
secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanana tugasnya.

Pihak-pihak Fkstern yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Bank
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat
Pelaporan Analisa Transaksi Keunangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak -
pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar
dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

Penerapan tata kelola PD). BPR Bank Jepara Artha adalah sebagai berikut:

L

Pengungkapan Penerapan Tata Kelola:

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
Direksi diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang
berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh pihak Otoritas Jasa
Keuangan. Direksi berjumlah 2 (dua) orang, salah satunya menjadai Direktur Utama
sebagai pemimpin, dengan komposisi sebagai berikut:
Direktur Utama : Drs. Jhendik Handoko,M.Si.
Direktur Kepatuhan  : Jamaludin Kamal, SE, MM.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Mengelola PD. BPR Bank Jepara Artha sesuai dengan kewenangannya dan
tanggung jawabnya sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar, dan peraturan

perundang-undangan.



2. Menetapakan tata kelola /good corporate governance di seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi.

3. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh
kegiatan operasional PD. BPR Bank Jepara Artha.

4. Membina dan mengendalikan semua unit kerja PD. BPR Bank Jepara Artha
berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas, responsibility, independency, dan

fairness

5. Menindaklanjuti hasil evaluasi / temuan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan
Pengawas, dan SKAL

6. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksankan fungsi audit intern (SKAI),

fungsi manajemen risiko dan kepatuhan.

7. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi, job description serta

memastikan job description sebagai pedoman pelaksanaan kerja oleh pegawai.

8. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada
pegawai.

9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu kepada

Dewan Pengawas

10. Menjalankan prinsip perbankan yang sehat, termasuk penerapan tata kelola yang

baik, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.
b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas:

Dewan Pengawas diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang
Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh pihak
Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, sampai dengan
26 Oktober 2019 salah satunya sebagai ketua Dewan Pengawas, dengan komposisi

sebagai berikut:
Ketua Dewan Pengawas : Edy Sujatmiko, S.Sos, MM,MH.
Anggota Dewan Pengawas : Mulyaji, SHMM.



Sedangkan mulai 27 Oktober 2019 sampai sekarang Dewan Pengawas hanya 1 orang

yaitu:

Ketua Dewan Pengawas : Mulyaji, SH, MM.

Dan anggota dewan pengawas masih dalam proses di internal pemegang saham.

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas:

Dewan Pengawas telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sebagai
berikut:

1.

Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR
Bank Jepara Artha, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi serta memberikan nasehat .

Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi
dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) , audit extern, hasil pengawasan dewan

pengawas, Oforitas Jasa Kevangan, dan / otoritas lainnya.

Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam kegiatan usaha pada

seluruh jenjang organisasi.
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien.

Memelihara komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Ektern, dan Otoritas

Jasa Keuanagn.
Menjalankan tugas secara obyektif dan independen.

Memberikan nasihat dan arahan dalam hal — hal yang bersifat strategis kepada
Direksi dalam menjalankan operasional PD. BPR Bank Jepara Artha.
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Rekomendasi Dewan Pengawas

Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan

tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

1.

Persetujuan Laporan Pertanggung-jawaban Direksi PD. BPR Bank Jepara
Artha Tahun 2018 dengan surat nomor: 012/02.1/BPR/II/2019, tanggal
20 Februari 2019.

Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis PD. BPR Bank Jepara Artha Tahun
2019 dengan surat nomor: 412/04/BPR/11/2019, tanggal 25 Februari 2019.

Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 PD. BPR Bank Jepara
Artha, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2019 dengan surat persetujuan
nomor : 012/06/BPR/V1/2019, tanggal 27 Juni 2019.

Persetujuan Penghapusan Kredit Tahun 2019 dengan surat nomor
012/11/BPR/X1/2019, tanggal 27 Nopember 2019.

Persetujuan Rencana Bisnis Tahun 2020 dengan surat nomor
012/12/BPR/X1/2019, tanggal 27 Nopember 2019.

c. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite.

Modal Inti PD. BPR Bank Jepara Artha sampai 31 Desember 2019 Rp
42.097.724.876,~ sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau
Risiko.

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

a) Fungsi kepatuhan

¢ Penunjukan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi diangkat

melalui mekanisme dari RUPS yang berpedoman pada hasil uji kemampuan

dan kepatuhan oleh pihak Otoritass Jasa Keuangan.



b)

Direksi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

Direksi secara berkala dilaporkan ke Dewan Pengawas.

Direksi telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk
memastikan PD. BPR Bank Jepara Artha telah memenuhi seluruh peraturan
dan ketentuan yang berlaku.

Direksi berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan
terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal (SKAI)
yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.

Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian
internal PD. BPR Bank Jepara Artha, melakukan review terhadap cara
pengamanan asset PD. BPR Bank Jepara Artha, menilai kehematan efisiensi
penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas dalam pelaksanaan Good

Corporate Governance.

Telah melaksanakan kewajiban pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis
PD. BPR Bank Jepara Artha.

Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap keamanan dan ketertiban
PD. BPR Bank Jepara Artha serta melakukan pemeriksaan secara berkala atas
semua unit kerja yang ada di PD. BPR Bank Jepara Artha dan terhadap

agunan-agunan serta jaminan-jaminan yang diterima PD. BPR Bank Jepara
Artha.

Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit dan pekerjaan lainnya
kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Pengawas dan Direktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Pada awal tahun telah melaporkan pokok-pokok hasil audit kepada OJK



¢} Fungst audit ekstern

» PD. BPR Bank Jepara Artha telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di
Otoritas Jasa Kenangan sebagat eksternal auditor untuk melakukan audit vmum

atas laporan Keuangannya.

e Audit umum oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memberikan
pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan PD. BPR Bank
Jepara Artha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

¢ Penunjukkan KAP dilakukan dengan kontrak kerjasama antara PD. BPR Bank
Jepara Artha dengan pihak KAP.

¢ KAP telah menyampaikan hasil audit kepada PD. BPR Bank Jepara Artha tepat

waktu dan mampu bekerja secara independen.

d) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian intern.
(1) Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi:

e Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian
secara berkala dan memberikan rekomendasi fentang risiko serta
penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban

tersebut Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Audit Internal.

e Dewan Pengawas melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan
Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan
menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta
mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan

Manajemen Risiko.

¢ Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen
risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh PD. BPR Bank Jepara Artha
secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan

strategi manajemen risiko.



(2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

» Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang

memerlukan persetujuan Direksi,

Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan
komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara
keselurvhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional PD., BPR Bank
Jepara Artha.

PD. BPR Bank Jepara Artha sudah menerapkan kebijakan manajemen
risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
dan melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

(3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantavan dan pengendalian

&

risiko serta sistem informasi manajemen risiko

Telah disusun SOP mengenai Penetapan Limit Risiko Serta Pengukuran
dan Penilaian Penerapan Manajemen Risiko Untuk Menentukan Profil
Risiko PD. BPR Bank Jepara Artha dengan Surat Keputusan Direksi
Nomor: 003/60.3/BPR/V1/2016, dan telah disesuaikan dengan Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuvangan Nomor : 1 /SEOJK.03/2019 Tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dengan
Surat Keputusan Direksi Nomor : 003/52.1/BPR/XII/2019 tentang
Penetapan Tata Cara Penilaian, Penerapan, Manajemen Risiko Untuk
Menentukan Profil Risiko PD. BPR Bank Jepara Artha, tanggal 05
Desember 2019.

Dengan adanya Surat Keputusan Direksi Nomor : 003/52.1/BPR/X11/2019
tentang Penetapan Tata Cara Penilaian, Penerapan, Manajemen Risiko
Untuk Menentukan Profil Risiko PD. BPR Bank Jepara Artha, tanggal
05 Desember 2019, dapat dijadikan dasar kebijakan Direksi dalam rangka

meminimalisir risiko.
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(4) Sistem pengendalian intern

e PD. BPR Bank Jepara Artha telah menyampaikan Laporan Penilaian Profil
Risiko kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas setiap

bulan.

e} Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana
Besar (large eksposure) atau BMPK

PD. BPR Bank Jepara Artha tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan
BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.

¢ Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan
oleh Direksi.

o PD. BPR Bank Jepara Artha telah menyampaikan secara berkala Laporan
BMPK kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

o BMPK Penyediaan Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari Modal sebesar Rp. 4.344.169.635,- , BMPK.
Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak
Terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Modal sebesar
Rp. 8.688.339.270,-, serta BMPK Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit
kepada 1 (satu) kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling
banyak 30% (tiga puluh persen) dari Modal sebesar Rp. 13.032.508.905,-

e Pemberian pinjaman kredit kepada pihak terkait Desember 2019 jumlah
nasabah 3 orang total baki debet Rp. 8§79.948.240,-

III. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada PD. BPR Bank Jepara Artha, saham
100 % (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.
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IV.

Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan
Anggota Direksi Lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham PD. BPR
Bank Jepara Artha.

1) Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi
lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham,

2) Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya,

anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham, sampai derajat kedua.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki saham di PD. BPR Bank Jepara Artha, atau di

BPR Lain dan Perusahaan lainnya

Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas
Dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Direksi Dan/Atau Pemegang Saham
PD. BPR Bank Jepara Artha;

1) Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota
Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi , dan Pemegang Saham.

2} Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota
Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham, sampai derajat
kedua.

Paket / kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan

Pengawas

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas
meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji tetap dan tantiem) selama tahun
2019 sebesar Rp. 1.102.594.290,- sedangkan fasilifas lain dalam bentuk natura
(tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun
2019 sebesar Rp.228.856.000,- terlihat pada tabel berikut ini :
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VIIL

IX.

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

asuransi kesehatan, dil} yang tidak
dapat dimiliki

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Dewan Pengawas Direksi
. Orang Nominal Orang Nominal
éiﬁ?;‘iﬂ;ﬁﬁ;ﬁﬁ;‘mk mon matura | 5 | Rp.261259.010- | 2 | Rp. 841335280,
Fasilitas lain dalam bentuk natura /
non natura (fasilitas Tidak fetap
lainnya al, perumahan, transpottasi, 2 - 2 Rp. 228.856.000,-

Rasio gaji Tertinggi dan Terendah:

Rasio gaji tertinggi dan terendah sebagai berikut:

a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah

b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah

¢) Rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah adalah

d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi adalah :

e) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

2,99:1
1,49:1
1,25:1
4,77:1
4,07:1

a. Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Pengawas
tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas PD. BPR Bank Jepara

Artha,

b. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas telah difuangkan dalam Risalabh Rapat.

c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sebanyak 5 kali dalam

setahun, tetapi untuk rapat setiap tiga bulan sekali belum maksimal, dan rapat
tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Pengawas serta dibuatkan daftar hadir

d. Materi yang dibahas:

i. Pembahasan Laporan Pertanggung-jawaban Direksi PD. BPR Bank Jepara

Artha Tahun 2018.

ii. Pembahasan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 PD. BPR Bank

Jepara Artha.

#ii. Pembahasan Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 PD. BPR Bank

Jepara Artha.

13




iv. Pembahasan Penghapusan Kredit Tahun 2019.
v. Pembahasan Rencana Bisnis Tahun 2020.

X. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai PD. BPR
Bank Jepara Artha, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau
penyalahgunaan kredit di PD. BPR Bank Jepara Artha selama tahun 2019 adalah tidak
ada/ Tidak pernah terjadi.
Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Fraud Untuk Posisi Laporan Desember 2019

Internat Fraud Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh

Dalam 1 tahun Direksi Dewan Pengawas Pegawai Tetap Pegawai Tidak
Tetap

Tahun Tahun Tahun Tahon Tahuon Tahon Tahun Tatun
Sebelum | Laporan | Sebelum | Laporan | Sebelum | Laporan | Sebelum | Laporan
nya nya nya nya

Total Fraud

Telah R
Diseleaikan

Dalam Proses
Penyelesaian - - - - - - - -
Internal BPR

Belum
Diupayakan - - - - - - - -
Penyelesaiannya

Telah Ditindak
Lanjuti Melalui - - - -
Proses Hukum

X1. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PD. BPR Bank
Jepara Artha, selama tahun 2019 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan
penyalahgunaan kredit atau simmpnanan dana masyarakat.
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XIL

XHL

Sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:

Permasalahan Hukum

Jumlah

Perdata

Pidana

kekuatan hukum yang tetap)

Telah selesai (telah mempunyai

Dalam proses penyelesaian

Total

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PD. BPR Bank

Jepara Artha mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan

kepentingan.

Sebagaimana dapat dilihat pada table di bawah ini:

NO | Nama dan Jabatan
Pihak yang Memiliki
Benturan

Kepentingan

Nama dan
Jabatan
Pengambil

Keputusan

Jenis
Transaksi

Nilai
‘Transaksi
(jutaan
Rupiah)

Keterangan

Pemberian Dana untuk kepentingan Sesial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PD. BPR Bank Jepara
Artha selama tahun 2019 adalah untuk kepentingan sosial kepada Lembaga di
lingkungan Kabupaten Jepara dan sekitarnya, total pemberian sebesar Rp.136.487.400,-

(sebagaimana terlampir), dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang
dilakukan oleh pihak PD. BPR Bank Jepara Artha.
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11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara
transparan, sehingga masyarakat dapat melihat layanan produk dan jasa Bank.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi periksa.

Jepara, 16 APR 2020 /
Dewan Pengawas /ﬁ -
PD. BPR Bank Jepara Artha PD. BPR Bank Jepara Artha N
» \\ Di—‘ﬂ!*}.‘\! PLN Q‘NAO
PR-BANK PER REDITAN RAKYAT
T 3\ R uu\hu\
Mulyaji, S.H, MM. Drs. Jhendik Handoko, M.Si
Ketua Direktur Utama
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LAMPIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN GCG PD. BPR BANK
JEPARA ARTHA

BULAN DESEMBER 2019

1.LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF
ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA

2.DANA SUMBANGAN UNTUK KEGIATAN
SOSIAL



| OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR PD.BPR BANK JEPARA ARTHA

Alamat BPR JL. HOS COKROAMINQOTO NO 8 JEPARA
Posisi Laporan Desember, 2019

Modal Inti BPR Rp42.097.724.876

Total Aset BPR Rp340.630.917.140

Bobot BPR B




-

Pelabsanasn Tugaz dan Tangrang Jawab Direksl

A. Btruktor dao Infrastruittur Tate Kelola (B)

1

BPR dengan modal fnti paling sedikit RpSOM:

Jumialk anggota Dircksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan|
salah saty anggota Dircksi bertindak schagai Dircktur
yang membawahkan fungsi kepatuhan,

BPR dengan moda! inti kurang dari RpS0 M:

Jumlah anggota Direksi paling sedikit 22 {dua) orang, dan
salah satu anggota Dircksi bertindak sebagai Dircktur
yang membawalikan fungsi kepatithan,

DIREKSI SUDAH 2 ORANG, SALAH SATUNYA
DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI
KEPATUHAN

2) [Sclurnh  anggota  Direksi  berfempat  tinggal  di DIREKSI BERTEMPAT TINGGAL D! KABUPATEN
kotnfkabupaten yang sama, atan kota/kabupaten yang JEPARA
berbeda pada provinsi yang sama, atau kotafkabupalen
di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan] v
kota/kalupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

3) |Anggota Dircksi tidak merangkap jobatan pada Bank, TIDAK ADA PERANGKAPAN JABATAN
Perusahaan Non Bank danfatan lembaga lain (partaij
politilc atan organisasi kemasyarakatan).

4} [Mayorilas anggota Direksi tidak memiliki bubungan SEMUA ANGGOTA DIRKESI TIDAK MEMPUNYAI
kelunrga ataun semenda sampai dengan demjat kedua HUBUNGAN DENGAN SESAMA DIREKSI DAN /
dengan scsama anggoeta Dircksi dan/aiau anggota Dewan] ¥ DEWAN PENGAWAS
Romisaris.

5) |Dircksi tidak menggunakan penasihat  perorangan DIREKS] TIDAK MENGGUNAKAN JASA PENASEHAT
danfatau penyedia jasa profesional sebagai konsultan PERORANGAN ATAU JASA KONSULTAN
kecuali memenuhi persyamtan yaitu untuk proyek yang PROFESSIONAL , KEGUALI UNTUK PROYER
bersifat khusus yang dar sisi kﬂmktﬂﬁsmf proyeknya KHUSUS YANG DARI SISL KARARTERISTIK
membutulikan adanya kopsultan; telah didasari olch PROYEKNYA MEMBUTUHKAN ADANYA KONSULTAN
kontrak yang jelas meliputi ngkup pekerjaan, tanggung)
jawal, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu| v
pekerjann,  serts biaya; dan  pororangan  dan/atay
penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang
memiliki kualifikasi untuk proyck yang bersifat khusus
{dimaksud.

6} JSelurmah anggota Direksi telah hus Uji Kemampuan dan BEMUA DIREKS! TELAH LULUS UJi KEMAMPUAN

Repatutan dan felsh dizngkat melalui RUPS termasuk
perpanjangan masa jabatan Direltsi telah diteiapkan oleh
RUPS schelam berakhir masa jabatannya.

DAN KEPATUTAN

Junilah jowaban pada Skain Pencrapan

axl

bhx?2

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

‘Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perbitungan rato-ata dengan dibagi jumlah pertanyaan

k6

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastnukiur Tata
Kelola (8): 50%

0,50




Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P}

7) |Dibeksi melakeanakan tuges daen tanggung Jjawabnya) DIREKS! TELAH MELAKSANAKAN TUGAS & TANGGUNG
sccara independen dan tidak memberikan kuasa umum JAWAB SECARA INDEPENDEN TIDAK MEMBERIKAN
yang dapat kibatkan pengalihan tugas dan| ¥ KUASA UMUM
wewenang tanpa batas.

8) |Dircksi menindaklanjuti temuoan audit dan rekomendasi] SEMUA TEMUAN SKAI DAN OJK TELAH
dari Pejabat Eksckutif yang ditunjuk sebagai auditori DITINDAKLANJUTI
intern, auditor ekstern, dan hasil peagawasan Otoritas v
Jasa Kenangan danfatau hasil pengawasan oloritas Iain.

9) |Dircksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, DIRERS! MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI
akurat, terkini, dano tepat waktu kepada Dewan| LENGEAP, AKURAT, TERKINI, TEPAT WAKTU KEPADA
Komisaris. DEWAN PENGAWAS

10) [Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat KEPUTUSAN RAPAT DIAMBIL DENGAN MUSYAWARAH
strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, MUFAKAT UNTUK MENCARI SOLUSI TERBAIK UNTUK
suar terbanyak dalmn hat tidak tercapai musyawarah MENGEMBANRGEAN BARK
mufakat, atan sesuai ketentuan yang berlaku dengan| ¥
mencantiunkan  dissenting  opinion  jJika  terdapat
perbedaan pendapat

11} |Dircksi tidak menggunakan BPR uniuk kepentingan] DIREKS] TIDAK MEHGGURAKAN PD. BPR BANK JEPARA
pribadi, keluarga, denfatan pihak lain yang dapat ARTHA UNTUK KEPENTINGAN PRIBAB!, KELUARGA
merugikan atan mengurangi keuntungan BPR, serta tidalk) YANG DAPAT MERUGIKAN BANK, SERTA TIDAK
niengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari| v MENGAMBIL ATAU MENERIMA UNTUK KEUNTUNGAN
BPR, selxin remunerasi dan fasilitns lainnya yang PRIBADI
ditetapkan RUPS.

12) |Anggots Dircksi membudayakan pembelajaran secara PEGAWAL DIIKUTKAN PELATIHAN SESUAI DENGAN
berkelanjuian dolam mmngka peningkatan pengetahuan BAGIANNYA, SETELAH PELATIHAN DISOSIALISASIKAN
tentang perbankan dan perkembanpgan terkini terkait KEPADA HARYAWAN YANG LAINNYA
bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksnnaan
tugas dan tanggung jawabnya pada scluruh tingkaton
atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatanf v
keikutsertann pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan,
dalam rangkn pengembangan kualitas individu.

13) jAnggota Direksi mampi mengimplementasikan SEMUA ANGGOTA DIREKS] PAHAM KETENRTUAN PRINSIP
kompetensi yang dimilikinya dalam pelnksanaan tugas KEHATI-HATIAN (BMPH,CAR,APU PPT,KAP,CR,LDER)
dan tenggung jawabnya, antars lain pemahaman atas| ¥
ketentuan mengenai prinsip kebati-hatian.

14} (Dircksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata) MEMILIKE DAN MELAKSANAKAN PPEDOMAN TATA

tertib  kerju anggota Dircksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kegja, wakto kera, dan peraturan,
Tapat.

TERTIB KERJA DIREKSI SESUAI SK DIR HO
003/ 59 BPRS VI 2016 TANGGAL 23 JUNE 2016

Jwnlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

hx2

cex3

d x4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk selurith Skala Peneragan

Perhititngan ratn-rata dengan dibagi jumlah pertanyasn
(5): 8

Dikali dengan bobot Strukéur den Infmastruktur Tata

Kelola (8): 40%%




Pelaksanasn Tages dan Tanggusg Jawab Direksi

C. Husil Penerapan Tata, Kelola (H)

15y |Direkst memperianggungjawabkan pelaksanaan tugasnya) DIREKSI TELAH MEMPERTANGGUNGJAWABKAN
kepada pemegang sabam melalui RUPS. ¥ PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI MELALUI RUPS

16} |Dircksi roengkomunikasikan kepada sclumih  pegawai KEBIJAKAN KEPRGAWAIAN DISOSIALISASIAKAN KPD
meagenai kebijnkan strategis BPR i bidang kepegawnian.| o SEMUA PEG. AGAR MEMAHAMINYA

17) |Hasil rapat Direksi dituangian dalime risalsh rapat dan; HASIL DALAM RAPAT DIBUATRAN RISALAH RAPAT DAN
didokumentnsikan dengan balk, termasck pengunpkapan! ADA HALZ YG HARUS DITIHOAKLARJIUTL URTUK
secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat v PERBAIKAN KEDEPANNYA
Direksi, serta dibagikan kepada schuuh Direksi,

18) [Temlapat peningkatan pengetahuan, keablian, Jdan TARGET LARA TH 2019 DAPAT TERCAPAE DAN MASALAH

kemampuan anggota Dircksi dan seluruh pegawai dalam
pengelolnan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan
peaingkatan  kinerja BPR, penyelesaian per dahan
yang dihadapi BPR, dan peocapaian hosit  sesuai
ckspekinsi stakeholders.

YARG DIHADAP! BANK DAPAT TERSELESAIKAN, HAL INI
HARENA ADA PENINGEATAN PENGETAHUAN, KEAHLIAN
DAN KEMAMPUAN DIREKSI DAN PEGAWAL

19)

Dircksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelol)
pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di lndonesis,
dan 1 {satu) kantor media atan majalah ekonomi dan)
kenangan sesuai ketentuan,

ARAN DILAPURKAN LEWAT MEDIA ATAU MAJALAH
EKONOM!I DAN KEUANGAN SESUAL KETENTUAN

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan

axl

bx2

cx3

dx4

exd

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

‘Total nilai untuk seluruh Skala Pencrapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah perfonynan

(S): 5 1.2
Dikali dengan bobol Struktur dan Infrastruktur Tata 012
Kelola {S): 109 i

Penjumtahan § + P+ H 1,02

‘Total Penilninn Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Paktor 1

0,20
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Tuges dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

A. Btruktur dan Infrastruktor Tata Kelola (8)

1

BPR dengan ntodal inti paling sedikit RpSO M: Jumlal
anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang,

BPR dengan moda] inti frurang deri RpS0O M:
Jumlah anggota Dewan Homisaris paling sedikit 2 (dua)
orang.

DEWAN PENGAWAS MULAL BULAN NOPEMBER SAMPAI
DESEMBER 2019 BARD 1 ORANG SEBAGAI KETUA
DEWAN PENGAWAS, SEDANGKAN ANGGOTA DEWAN
PERGAWAS MASIH DALAM PROSES DI PEMEGANG
SAHAM ( BUPATI JEPARA)

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham,|
danfatar hubungan keluarga dengan anggotz Dowan,
Komisaris Imin, Dircksi danfaieu pemegang saham
pengendali  atau  hubungan Tin  yang  dapat
mempengarubi | kemampuannya  untuk  bertindak)
independen.

2} pumlah anggots Dewan Komisaris tidak uelasapauil JUMLAH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS 1 QRANG,

Jjumlnh anggota Direksi sesuai ketentuan, v BERARTT TIDAK MELAMPAUI DARI JUMLAH ANGGOTA
DIREKS1

3) |Seturuh anggota Dewan Homisaris telah  lulus  Uji SEMUA ANGGOTA DEWAN PERGAWAS TELAH LULUS UJ
Kemampuan dan Kepatutan dan telah dinngkat melalui KEMAMPUAN DAN KEPATUTAR , DAN TELAH DIANGRAT
RUPS. Dalam hal BPFR memperpanjang masa jabatan MELALUI RUPS, UNTUK PERPANJANGAN MASA JABATAN
anggota Dewan Komisaris, RUPS yaug menetapkan v DBEWAN PENGAWAS JUGA DITETAPKAN MELALU] RUPS
perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris SEBELUM JABATANNYA BERAKHIR
dilakukan sebelum berakhimya masa jabatan,

4) |Paling scdikit 1 (satu) anggota [lewan Komisaris SEMUA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BERDOMISILI DI
beriempat  tinggal & provinsi yang sama ataw  di KABUPATEN JEPARA PROPINS] JATENG
kotajkabupaten pada proviosi lain yang berbatasan] ¥
Iangsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

5) |BPR memiliki Komisaris Independen: TIDAK MEMILIKI DEWAN PENGAWAS INDEFENDEN
a. Untuk BPR dengan modal intd paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 [delapan puluh milysr rupiak)
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah)
anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen,

b. Untuk BPR dengan modal intl paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (limg pulnh milyer rupiah) dan v
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh

milyar rapiah), paling sedikit satu anggoln Dewan

Komisaris merupakan Komisaris Independen.

6) |Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja SUDAH MEMILIKI PEDOMANK TATA TERTIB KERJA
termasuk pengaturan etike kegja, waktu kerjs, dan mpat, v DEWAS SESUAI K DIR NO Q03/60/BPRf VI 2016 ,

TANGGAL 23 JUNI 2016

7} iDewan Komisaris tidak merangkap jabatan schagai DEWAN PENGAWAS TIDAK MERANGHRAP SEBAGI]
anggota Dewan Komigaris pada kbih dari 2 {dus) BPR DIREKSI ATAL DEWAS D1 BPR LAIN
alau BPRS lpinnya, atan scbagni Direksi atau pejabat] v
cksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum,

8) [Mayoritas anggota Dewan Komiseris tidak roemibki] SEMUA ANGGOTA BEWAN PENGAWAS TIDAK MEMILIKI
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajai) HUBUNGAN KELUARGA DENGAN DEWAN PENGAWAS
kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atan] YAHG LAINNYA, TERMASUK TIDAK MEMPUNTAL
Direkst. HUBUNGAN KELUARGA DERGAN DIREKS!

9) [Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki] BELUM MEMILIKI DEWAN PENGAWAS INDEPENDEN

Jumlsh jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

xS

Hasil perkalian untuk masing-reasing Skala Penerapan

Total nilai untuk selumh Skala Penerapan

Perhitungan ratserata dengan dibagi jumlsh pertanyasn
{8): 9

1,33

Dikali dengan bolot Struktur dan Infastruktue Tags
Kelola (S); S50%

0,67
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2 [Pelaksanaan Tugns dan Tangpung Juwab Dewan Komisarls

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P}

10)

Dewan  Komisaris  telah  melaksanakan pengawasan
techadap pelaksanzan tugas dean tanggang jawab serla
memberikan nasibat kepada Direksi, antara  lain
pemberian  ekomendasi atau pasibat tertulis terkait
dengan pemenuban ketentuan BPR termasuk  prinsip)
kehati-hatian.

SUDAH MELAKUKAN PENGAWASAN TAPI BELUM
MAXSIMAL

1)

Dualam rangke melankukan tugns pengawasan, Komisaris)
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanoaan
kehijakan strategis BPR,

SUDAD MELAKUKAN PENGAWASAN TAPI PEMANTAUAR
BELUM MAKSIMAL

Dewan  Komisaris tidak terlibat dalam  pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam haf
penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimans)
diatur dafun  ketentuan meogenai bates  maksimum)
pemberian kredit BPR «an hal-hal tain yang ditetapkan)
dalam  peraturan  perupdangan  dalam  rangks|
melaksanakan fangsi pengawasan.

DEWAN PENGAWAS TIDAK PERNAH IRUT CAMPUR
OPERASIONAL

13)

Dewan  Homisaris  memastikan  bahwa  Direksi|
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Kewangan, danfatan hasil
pengawasan otoritas lninnya antara lain dengan meminta
Dircksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak
lanjut temuan.

SETIAP ADA TEMUAN SKAT SELALU DITINDAKLANJUTI
DAN DIMINTA KOMITMEN, TEMUAN OJK SELALU
DITINDAKLARJUTI DAN DIDOKUMENTASIKAN DENGAN
BAIK

14)

Dewan Komisaris menyedizkan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabiya secas)
optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris
paling sedikit 1 (satu} kali dalam 3 bulan yang dihadiri]
oleh sclunih anggota Dewan Komisaris.

RAPAT SETIAP 3 BULAN SEKALI BELUM MAKSIMAL

15)

Pengnmbilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat  strategis  telah  dilakekan  berdasarkan
musyawaral mulakat atau suvara terbanynk dalam hal
fidak tercapai musyawarah mufakat, atan  sesuysi
ketentuan  yang  berlaka  dengan mencantumbkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

KEPUTUSAN RAPAT DENGAN MUSYAWARAH MUPFAKAT

16}

Anggote Dewan Komisaris tidak memanfantkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, danfatan pihak
Jain yang merugikan atan mengurangi keuntungan BFR,
serin tidak mengambil danfatan menerima keuntungan
oribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas Jalnnya
yang ditetapkan RUPS.

SEMUA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TIDAK
MEMANFAATKAN BPR UNTUX KEPERLUAN PRIBAD!

17)

Anggota  Dewan  Homisaris  melakuken pemantavan
terhadap laporan peluksanaan tugas dan tanggung jawab
anggota Dircksi yang wmembawahkan fungsi kepatuban
yang memerbukan tindak Ianjut Dircksi.

BELUM MAKSIMAL PEMANTAUANKYA

Jumlal jawsban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

exsS

Iasil perkalian uniuk masing-masing Skalz Penerapan

12

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

16

Perhitungan rata-rata dengen dibagi jumlah pertanyean
5):8

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tatn,
Kelola {S): 40%

0,80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18)

Hasi! rapal Dewan Komisaris ditusngkan dalam risalahf
{rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas,

termasuk dissenting opinions yang terjadi jika texdapat
perbedaan  pendapat, serta dibagikan kepada selurob
anggota Dewan Komisaris.

HASIL RAPAT DIDOKUMENTASIKAN DERGAN BAIK DAN
DIDUKURG DENGAN HASIE DARE RAPAT (NOTULEN)

Jumiah jowaban pada Skala Pencerapan

axl

bx2

cx3

of x4

exs

Hasit perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruly Skals Penerapan

Perhitungan mta-rata dengan dibagl jumlah pertomyzan
8): ¢

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata)
Kelola (5] 1096

0,20

Penjumlahan S+ P+ H

1,67

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2

0,25




4 [Penangansn Benturan Kepentingan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Helola (B)

b

BPR  memiliki kebijjakan, sistem  dam  prosedur
penyelesainn  mengenai  benturan  kepentingan  yang
mengikat sciap pengurus dan pegawai BPR termasuk
administrasi, dokumentasi dan pengungkapan beaturan
kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

SUDAH MEMILIK] SOP BENTURAN KEPENTINGAN
DENGAN SK DIREKSI NO:0OB, 1/BPR/E1/ 2017 TANGGAL
9 PEBRUARI 2017

Juntlah jawaban pada Skals Penerspan

axl

bx2

ox3

dx4

£xX5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Totat nilaj untuk schuruh. Skala Penerapan

1

Perhitungan rala-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
S 1

1,00

Dikali deagnn bobot Strukiur dan Infrastruktur Tata
Kelola {S): 50%

0,50

B. Proses Pencrapan Tata Kelola (P}

2

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan!
Komisaris, anggota Dircksi, dan Pejabat Eksekudf tidak,
mengambil  tindakan yang dapat merugikan atan
mengurnngi keuntungan BPR, atau tidak mengeksckusi
transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

BAAT TERJAD BENTURAN KEPENTINGAN SEMUA
DEWAN PERCGAWAS, DIREKS] DAN PEJABAT EKSERUTIF
TIDAK AKAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DAPAT
MERUGIKAN BPR

Jumlah jawaban pada Skals Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

e NS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

1

Perhitungan mia-rata dengan dibage jumiall pertanyaan
{8 1

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (8): 40%%

0,40

C. Husll Penerapan Tata Kelola (H)

3)

Bentwan kepentingan yang dapat merugikan BPR atan
mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap
keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

APABILA ADA BENTURAN KEPENTINGAN AKAN
DIUNGKAPKAN DALAM BORUMENTASL

Jumlah jaraban pada Skala Pencrapan

axl

bx2

cx3

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Peoerapan

Total milai untuk seluruh Skitla Pencrapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
[}

Bikali dengen bobot Struktur dan Infrastruktur Tata)
Kelola (S): 109

1,10

Penjumlahan S + P+ I

1,10

Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4

0,11




?enu—apan Fungs! Kepatuhan

A Btruktur dan Infrastrukiur Tata Kelola (8}

1

BFR dengan modal inti paling sedikit
RpS50.000,000.000,00 {Hma paluh milyar rupiah):
Anggola Direksi yang membawalikan fungsi kepatuhan
memenuhi persyaratan paking sedikit untuk:

a. tidak mermngkap sebagai Dircktur Utams;

b. tidak membawalken bidang operasional
penghimpunan dan petyatiran dana; dan

¢, mampu bekerjn secara independes,

BPR dengen moda] intl kurang daci
Rp50.000.000.000,00 (lima pulub milyar ruplah):
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
tidak menangani penyaluran dana.

DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGS1 KEPATUHAN
TIDAK [KUT MENANGAN] PENYALURAN DANA

2) {Anggeta Dircksi yang membawahkan fangsi kepatuhan ARAN SELALU BELAJAR URTUK MEMAHI ATURAN YANG
jmemabami peratoran  Otoritas Jasa Hewangan  dan BERLAKY
peraturan  perundang-undangan  lain yang berkaitan) v
dengan perbankan,

3} |BPR dengan modal intt paling sedikit SUDAH DITUNJUK PE YARG MENANGANI FUNGS!
RpS50,000.000,000,00 (lima puluh milyar rupiah); LEGAL, KEPATUHAN DAN MANAJEMER RISIKO, APY
Pelnksannan  fungsi kepatuhan dilakukan dengan DAN PPT, SESUAT SK DIR NQ. 002.5/55/BPR/X11/2019
membentuk satuan kerja kepatuban yang independen DAN TELAH DICATAT DALAM ADMINISTRAS! OJO SURAT
terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. NO. 8-88/KR.0311/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020,
BFR dengan modal Tntl urang deri| DAN BERTUGAS SECARA INDEPENDEN TERHADAP
RpS0.000,000,000,00 {lima puluh milyar suplah): SATUAN KERJA / FUNGS] OPERASIONAL
Pclnksansne fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Eksckutil yang menangani fungsi)
kepatuban independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional

4} |Satean kerja kepatuban atau Pejabat Eksekutif yang SUDAH MENYUSUN DAN MENGKINIEAN PEDOAMAN

menangani  fungsi  kepatuhan menyusun  danatan
‘mengkinikan pedoman  kega, sistem, dan  prosedur
kepatuhan.

KEBRIAKAN FUNGSI KEPATUHAN DENGAN SK DIR NO,
003/ 14/ BPR/II[2019 TANGGAL 25 PEBRUARI 2019

5

BPR memiliki ketcntuan intern mengenai tugas,
wewenang, dan tenggung jawab bagi satuan  kerga
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan.

SUDAH ADA DI DALAM SK DIR. NO.
002.5/1/BPR/1/2018 TANGGAL 2 JANUAR! 2018
TENTANG JOB DESCRIPTION {(URAIAN TUGAS)

Jumlal jawaban pada Skaln Pencrapan,

axl

bx2

cx3

dx4

[ 3.%]

Hasil perkalinn untult masing-imasing Skala Penerapan

Total nilai untuk selurulr Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanynan
8: 5

1,20

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Keloln (S): 50%

0,60




Penerapan Fungsi Kepatubian

B. Proscs Penesapan Tata Kelola {P)

6} fAoggoin Direksi yang membawahkan fungsi kepatuban SELALU MEMASTIEAN BAHWA ATURAN INTERN TIDAK
menetapkan langkah-langkah yang diperfukan untuk [BERTENTANGAN DENGAN POJK ATAU ATURAN
memastikan BPR telah memenubi seluruh peraturan) PERUNDANG-URDANGAN LAINNYA, TERMASUK
Otoritas  Jasa Kenangan dan peraturan  perundang- v LAPORAN KE OJK TEPAT WAKTU
undangan lain termasuk penysmpalan Japoran kepada
Qtoritas Jusa Keuangan dan otoritas lainnya.

7) jAnggota Dircksi yang membawahkan Fungsi Kepatulian SETIAP ADA ATURAN YANG BARU SELALU
melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya DISOSIALISASIKAR
kepatuhoan BPR antara [ain melalui sosialisosi dan v
pelatiban ketentuan terkini.

8) {Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuban SELALU MEMANTALU ATURAN YANG BARU DARI OJXK,
memantay  dan  menjaga  kepatuban BPR  terhadap DAN MENGINGATKAN APABILA DALAM MENJALANKAN
selurub komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas CQPERASIONAL MERYIMPANG DART ATURAN
Jasa  Keuangan  termasuk melakukan  tindakmn
pencegahan  apabila  terdapat  kehijaltan  danfatan v
keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentaan
Qtoritas  Jagsn Keunangan dan peraturan  perundang-
undangan.

9} |Batuan kerja kepatuhan ateu Pejabal Eksekutil yang) SELALU MEREVIEW ATURAN YANG ADA AGAR TIDAK
menangani fungsi kepatuhan mewmastikan bahwa seleruh BERTENTANGAN DARI ATURAN YANG DITETAPKAN OJK
kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta AGAR TIDAK TERJAD! PENYIMPANGAN
kegiatan usaba yang dilakukan BPR telnh sesuai deangan, ¥
ketentuan  Otoritas  Jasa Kenangan dan  peraturan
perundang-undangan.

10) |8atunn kerja kepatuhan atau Pejabat Ekschutil yang MEREVIEW SEMUA ATURAN INTERN UNTUR DIKINIKAN

menangani fungsi kepatvhan melakukan reviu danfatau
merskomendasikan  penghtinian  dan  peayempumasan
kebijakan, ketentuan, sistem manpun prosedur yang
dimiliki olch BPR agar sesual dengan ketentuan Otoridas
Jaza Keuangan dan peraturan perandang-undangan.

AGAR SESUAI DENGAN POJK DAR PERUNDANG-
UNDANGAN

Jumiah jawaban pada Skala Penerapan

axt

bx2

cx3

o x4

exS

Hasil perkalian untuk masing-mnasing Skala Penerapan

10

Total pilal wotuk scluruh Skala Penerapan

10

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan
srS

2,00

Dikali dengan bobot Strukfur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 409%

0,80

GC. Has}! Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran techadap
ketentuan.

SELALU MENJAGA AGAR TIDAK ADA PELARGGARAN
TERHADAP KETENTUAN YARG BERLAKU

12

Anggota Dircksi yang membawahkan fungsi kepatuhiang

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tapggung
jmwab seccara berkala kepada Direktur Utama dengan
tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah
Dircktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
Komisaris.

TELAH MERYAMPAIKAN PELAKSANAAN TUGAS SECARA
BERKALA KEPADA DIREKTUR UTAMA DAN TEMBUSAN
DEWAN PENGAWAS

13)

Anggota Direkst yang membawahkan Fungsi Kepatuhian
menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa
Kevangan apabila terdapat kebijakan atan keputusan
Direksi yang menyimpang dari peraturan Cloritas Jasa
Keuangan danfatau peratiran perundang-undangan iain,
sesuai ketentuan Ctoritas Jasa Keuangan,

AKAN DILAPOREAN KE OJK APABILA ADA
PENYIMPANGAN DARI ATURAN

Jumlah jewaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cxd

dx4

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

‘Total nilai untak sciurub Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi juminh pertanynan

1,33
83
Dikali dengan bobot Straktur dan Infrastruktur Tata o.13
Kelola (S): 10% v
Penjumlahan 8§ + P + H 1,53

Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Fakter 5

0,15




Penerapan Fungsi ;\m:ut intern

A. Btruktur dan Infrastruktur Tats Kelola {8)

1)

BPR  dengam modal intl paling  sedikit
Rp50.000.000.000,00 [lims pulah milyar rapiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAR).

8PR dengan modal inti kurang
Rp50.000.000.000,00 {ima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Pejanbat Eksekutif yang bertanggung jowab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

dari

SUDAH MEMILIKI PE SKAL YANG BERTANGGUNG JAWAB
TERHADAF PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN

2) [SKAl atau Pejabat Eksekntif yang bertanggung jawab SKAI BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSAHAAN
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki AUDIT INTERN, DAN TELAI MEMILIKI SOP PEDOMAN
dan mengkinikan pedoman kegja serta sistem  dan] PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN YANG TELAH
prosedur untuk melakssnakan tugas bagi suditor intern, v DISETEJUI OLEH DIREKTUR UTAMA DAN DEWAN
sesuai  peraturan  penudang-undangan  dan  telah PENGAWAS
disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris,

3} [SKAl atou Pejobat Eksekutif yang bertanggung jawab SKAI INDEPENDEN DALAM MENJALANEAN TUGAS, DAN
tethadap pelaksanaan fungsi awdit intern independen TIDAK TERLIBAT DALAM PENGHIMPUNAN DAN
terhadap satuan kesja operasional {saluan kerja terknitf v PENYALURAN DANA
dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

4} [SKAL atan Pejabat Eksekutfl yang bertanggung jawalbr DALAM PELAKSANAAN FUNGS| AUDIT, SKAI
terthadap pelaksanaan fungsi aundit intern bedenggung] v BERTANGGUNG JAWAP LANGSUNG KEPADA DIREKTUR
jowab langsung kepada Direktor Utama, UTAMA

5) [BPR memiliki program rekyutmen dan pengembangan DALAM REKRUTMEN SDM YANG MELAKSANAKAN

sumber daya manusin yaug melaksanakan fungsi auwdit
intern.

FUNGSI AUDIT INTERN, DARI PEGAWAI YANG SUDAH
BERPENGALAMAN DAN SUDAH DILAKSANAKAN
PELATIHAN

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

Hasil perkalian untuk mosing~masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluuh Skala Penerapan

[

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
8):5

L20

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelols {Sf: 50%

0,60

B. Proses Penerapan Tata Helola [P)

6

BPR munerapkan fungsi audit intern sesuni dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh)
BPR pada seluruh aspek dan uasur kegiatan yang secars
langsung diperkirakan dapat mempengarusli kepentingan
BPR dan masyarmakat.

SKAL MELAKSAHAKAN TUGAS SESUAL SOP PEDOMAN
PELAKSARAAN AUDIT ITERN

7

BPR denpgan modal inti pallng  sedikit
RpS50.000.000.000,00 {ima puiuh milyar rupiah):

BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji
ulang paling sedikit 1 {saty) kali dalam. 3 (tiga} tahun atas
kepatubian terhadap standar pelaksapaan fungsi audit
intern, dan kelemahan S0P audit serta perbaikan yang
|mungkin dilakukan,

MODAL INT1 PD, BPR BANK JEPARA ARTHA KURANG
DARL 50 M, MAKA SKALA PENERAPANR BAIK

8}

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secera memadai don independen  yang
mencakitp persiapan audit, penyusunan program audit,
pelaksanann audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit.

DALAM PELAKSANAAN AUDHT SESUAI DENGAN KEP. DIR
HNO. 010/72/BPRJVIIf 2016 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN FUNGS! SATUAN KERJA AUDIT INTERN

9

BPR melaksanakan peningkatan matu keterampilan
swumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan
terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

SDM SKAF SELALU DIKUTKAN DALAM PROGRAM
PELATTHAN TERUTAMA BERKAITAN DENGAN FUNGSI
AUDIT

Jumlah jawaban pads Skala Penerapan

axl

bx2

cxd

dx4

exs

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Fenerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rate dengan dibagi jumlah pertanyasn
(S):«

1,50

Bikaii dengan bobot Struktur den Infrastruktur Tata

Kelola (8} 40%

0,60




Penerapan Fungzsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Teta Kelola (H}

10}

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang hertanggung jawal
ferhadap  pelaksanaan  fungsi  audit  intern  telal
menysmpaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada
Divektur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan
kepada anggota Dircksi yang membawahken fungsi
Kepatuban,

HASIL AUDIT SELALU DILAPORKAR TERTULIS KEPADA
DIREKTUR UTAMA,TEMBUSAN KEPADA DEWAN
PENGAWAS DAN DIREKTUR KEPATUHAN

11) |BPR 1telah menyampaikan laporan pelaksanasn dan TELAY MELAPORKAN PELAKSANAAN POKOK-POKOK
pokok-pokok basil audit iniern dan laporan khusus| HASIL AUDIT INTERN DAN LAPORAN KHUSUS AKAN
[apabila ada penyimpangan kepada  Otoritas  Jasal v DILAPORKAN KEPADA OJK, APABILA ADA
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, PENYIMPANGAN

12y [BPR dengan modal inti paling sedikit] MODAL INTT PD, BPR BANK JEPARA ARTHA KURANG
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh millysr ruplah): DARI 50 M, MAKA SKALA PENERAPAN BAIK
BPR menyampaikan Japoran hasil kaji ulang oleh pihak v
ckstermn kepadn Otoritas Jasa Ktuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

13} |BPR  dengan modal  jnti paling  sedikit SELALL} MELAPORKAN PENGANGKATAN DAN

Rp50.000.000.000,00 {lima puluh milyar rupiah):

BPR  meayampaikan laporan  pengangkatan  atag
pemberhentian Kepala SKAE kepadn  Otoritas  Jasa
Keuangan sesuai ketentan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal intl kurang dari
RpS0.000.000.000,00 {lima puluh milyar raplah}:

BPR menyampaikan laporan peogangkatan  atau
pemberhenting Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhndap pelaksanann fungsi audit intern kepada Qtoritas
Jasa Kceuangan sesuai  ketentunn  Oforitas  Jnsa
Keuangan.

FPEMBERHENTIAN PE SKA! KEPADA PIHAK QUK

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

Lx2

cxl

dx4

X5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nitai untult seliruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlal pertanynan

8): 4 1,25
Dikali dengan bobot Strukiur dan Infmsiruktur Tata 0.13
Kelola (8): 10%% 4

Penjumlahan 5+ P+ H 1,33

Tolal Penilaian Faktor G Dikalikan dengan bobot Faktor &

0,13




Penerapan Fungsl ;&udit Elttern

A. Stroktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

i

Penugasan audit kepada Akuntan Publik den Kantor|
Akunian Publik (KAP) memenuli aspekeaspek legalitas
perjanjian kerja, mang lingltp audit, standar profesionat
akuntan publik, den komunikasi antara Qtoritas Jasa
Keuangan dengan KAP dimaksud.

PENUGASAN KAP SESUAL DENGAN KONTRAK KERJA
SAMA MENGENAI RUANG LINGKUP AUDIT, STANDART
PROFESI ¥AP.

Jumlah jawaban pada Skala Pencrupan axlibx2|cx8ldxd4fex5]|s

Hasil perkalian untuk masing-masing Sials Penerapan 1 o o o o

‘Total nilal untuk sehurul Skala Pencrapuan 1
Perbitungan rata-mata dengan dibagi jumlah pertanyaan

(81 1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

Kelola {S): 50% 0.50

B. Proses Penerapan Tats Kelola {P)

2) (Dalam pelaksanaan audit Iaporan kewangan BPR, BPR PENUNJUKAN KAP YANG TERDAFTAR DI OJK SERTA
menunjuk Akuntan Publik den KAP yang terdaftar di TELAH DISETUJUI RUPS BERDASARKAN USULAN
Otoritas Jasa Kenangan serta memperoleh persetujuan{ BEWAN PENGAWAS
RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

3] [BPR telah melaporkan linsil audit KAP dan Management DILAPORKAN KE OJK
Letter kepada Ctoritas Jasa Keunngan, v
Jumlsh jmraban, pada Skala Penerapaa axllbx2lcx3jldx4jexs
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penempan, o a o o
Total nilai untuk sefureh Skala Peacrapan 2
Perhitungan mta-rata dengan dibagi jumlah pertanyasn) 1.00
(8): 2 ’

Bikali dengan bobot Struktur dan Infmstruktur Taia 6.40
Kelola (8): 40% ¥

€. Hasll Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Hasil audit dan Management Letfer {clah menggambarkan HASIL AUDIT DAN MANAJEMEN LETTER DISAMPAIKAN
permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat wakiu PIHAK EAP KEPADA BPR TEPAT WAKTU SESUAL
kepada BPR oleh KAP yvang ditunjuk. v KONTRAK KERJA SAMA YANG DISEPAKATI

S} {Cakupan hasil andit paling sedikit sesuai dengan ruang SESUAI KETENTUAN OJK
lingkup audit sebagaimana diatur dalam  ketentuan|
Dtoritas Jasa Keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axIjbx2fcex3|dx4iex5
Hasit perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan 2 o o o o

Total nilai untuk schuruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanynan
)2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infiastrukiur Tatz
Kelola (8): 10%

0,10

Penjumlahan S+ P+ H

1,00

‘Total Penilaian Faktor 7 Dikatikan dengan bobot Faklor 7

0,03




8 |Penerapat Manujemen Risiko termasuk Sistem

A, Btrulttur dap Infeastruktur Tata Kelola (8)

1)

BPR dengan modal intl paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puinh milyar rapiah):
DFR teleh membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR  dengan modal  inti paling  sedikit
Ep50.000.000.000,00 {lima puluh milyar rupiak) dan
kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluk
utilyar rupiah):

BPR teinh membentuk satnan kegja Manajomen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari
RpS50.000,.000,000,00 (lims pulub milyar rapish):

BPR telah menunjuk satu omang Pejabat Eksekutif yang
bertanggung  jawab  terhadap  penerapan  fungsi
Manajemen Risiko.

SUDAH ADA PE YARG BERTANGGURG JAWAR
TERHADAP MARAJEMER RISIKO (KADEV LEGAL
S,REPATUHAN , MANAJEMEN RISIKO(LKMR) DAN
APULPPT

2

BPR memiliki kebijakan Manajemen. Risiko, prosedur
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.

SUDAH MEMILIKI SOP MANAJEMEN RISIKO, SERTA
MEMPUNYAL SOP PENETAPAN TATA CARA PENILAIAN
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNRTUK MENENTUKAN
PROFIL RISIKO SESUAI SK DIR NO.

003/52. 1/ BPRS X1 2019 TARGOAL 05 DESEMBER 2019
TELAH DISESUAIKAN DERGAN SE OJK NO
1fSEQJR.03/ 2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO BAGE BPFR

3

BPR memiliki kebijakan dan prosedur secars tzrodis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk
dan aktivitas baru sesuai ketentuan.

DALAM PROSES PEMBUATAN SOP AKTIVITAS BARU

Junlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bhx2

cx3

dx4

exo|!

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlsh pertayasen
(8):3

1,67

Bikali dengan bohot Struktur dan Infrastruktur Taia)
Keloln (8): 80%0

0,83




Penerapas Manaj Risiko ter k Bistem

B. Proses Penerapan Tata Helela (P}

4)  |Direksi: DIREKSI TELAH MENYUSUN SOP KERIJAKAN DAN
a.  menyusun kebijakan  dan  pedoman  penerapan PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SECARA TERTULIS
Mannjemen Risiko secara tertulis, dan v SERTA TELAH MENGEVALUASI DAN MEMUTUSKAN
b. mengevaluasi dan  memmtuskon  transaksi yang TRANSAKSI YANG PERLU MEMPEROLEH PERSETUJUAN
memerlukan persetujian Dircksi, PIREKS]

5) {Dewan Komisaris : KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO TELAH DISETUJUL
a. meayetujul dan luasi kebijakan M DEWAS, TETAPL EVALUAS! YANG DILAKSANAKAN OLEH
Risiko, DEWAS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKS!
b. mengevaluasi pertanggungiawaban Direksi atas ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN MANAJEMEN
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan v RISIKO BELUM MAKSEMAL
<. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Dircksi
yang berkaitan dengan transabsi vang memerlukan
persetujuan Dewan Komisaris.

6) [BPR melakukan proses idendfikasi, pengukuran, TELAH MELAKUKAN IDENTIFIKSAS], PENGUKURAN,
pemantauan, dan pengendatinn Risiko terbadap seluruh| o PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO YG
faktor Risiko yang bersifat material. BERSIFAT MATERIIL

7} |BPR mninerapkan sistem  pengendalian  dntern  yang TELAH MELAKUKAN PENGENDALIAN INTERN TETAPI
menyeluruh. v MASIH PERLU DITINGKATKAN

8] [BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko, TELAH MELAKUKAN MANAJEMEN RISIKO 4 RISIKO
yang divajibkan sesumi  ketentusan Otoritas  Jasal (KREDIT, OPERASIONAL, LIKUIDITAS, KEPATUHARN)
Keusngan,

9) |[BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu SUDAH MEMPUNYAI SISTEM YANG MEMADAI
sistem informasi manajesoen yang mampu menyedinkan
data deny informasi yang lengkap, akurat, kin, dan utuh. | ¥

10) |Pireksi telsh mclakukan pengembangan  budaya) TELAH MELAKUKAN SOSIALISASE DAN PELATIHAN SDM
muangjemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan MENGENAI MARAJ RISIKO
peningkatan  kompetensi SDM antam  lain melalul]
pelatiban. danfatan  sosialisasi mengenai manajemen
risiko.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|{bx2]ex3fdx4
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan s 2 3 o
Total nilai wntuk sclurul Skala Penerapan 10
Perhitungan rats-rata dengan dibagl jumlah pestanyaan 143
8k 7 '
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Taia 0.57
Keloln {S): 40% -

C. Hasii Penerapan Tata Helola (H)

11) {BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain MENYUSBUR PROFIL RISIKO DAN MELAPORKAN KEPADA
jika ada} yeng dilaporkan kepada Otovitas Jasal OJK
Keuangan sesnai ketentuan Qtoritas Jasa Keuangan.

12) [BPR menyusuan laporan produk dan aktivitas baru yang SETIAP ADA PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

dilaperkan kepadn Otoritas Jasa Kevangan sesnad
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

DILAPGREAN KE GJK

Jumlah jawaban pada Skala Pencrapan

Hasil perkalian untuk masing-masing Skaln Pencrapan

Total nilai untuk seluruil Skala Penerapan

Perhitungan rata-mata dengan dibagi jumlab pertanysen

(s 2 1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata .10
Kelola (8): 10%

Pepjumlnhon S+ P+ H 150

‘Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan obot Faktor 8

0,15




Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Stroktor dan Infrastruktur Tata Kelola (8)

1

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan proscdur
tertulis yang dai terkait d BMPK termasuk
pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup,
danfatan  debitur besar, berikut monitering dan)
penyelesainn  masalahnya schagai bagian atau bagian
terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.

SUDAH MEMILIKI, SESUAI SK DIR NO.
007.3/47/BPR/V/ 2018 TANGGAL 28 MEIl 2018
TENTANG PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENYUSUNAHN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK DAN
JKOREKS! LAPORAN BMPK,

Jumlah jawaban parla Skala Penerapan

axl

bx2

cx3d

dx4

xS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk selurub Skala Pencrapan

1

Perhilungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan
(S 1

1,00

Dikalt dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola {S): 50%%

0,50

B. Proses Penerapan Tata Helola [P)

2)

BPR sccara berkala mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan.

SOP YANG ADA SELALU DIKINIKAN AGAR TIBAK
TERNJAD PENYIMPANGAR SESUAL ATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

3)

Proses pemberian kredit olth BPR kepada pihak terkait
danfatau pemberian  kredit besar telah  memenunhi
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan teatang BMPE dan
memperhatikan prinsip kehati-hatisn. maupun peraturan,
perundang-undangan.

SETIAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA PIHAK
TERKAIT/KREDIT BESAR MENGACLU PADA ATURAN
YANG BERLAKU

Jumlah fawaban pada Skala Pencrapan

ax1

cx3

d x4

exS

Hasil perkalisn untuk masing-masing Skala Pencrapan

Total nilai untuk schuuh Skala Penerapan

2,@

Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan
{2

1,00

Dikali dengan DLobot Struktir dan [nfrastrulitar Tatx
Kelola (8): 40%

0,40

asil P ‘Tats, Keloln {#}

4

Laporan pemberian kredit olch BPR kepada pihak terkait
danfatau pemberian kredit yang melanggar danfstau
melampani BMPK telah disampaikan sccara berkala
kepada Otoritas Jasa Kegangan secara benar dan tepat
waktu sesusi ketentuan Otoritas Jasa Kenangan.

DILAPORKAN KEPADA GJE BERSAMAAN LAPORAN
BULANAN

BPR tidak melanggar danfatauw melampani BMPK sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,

TIDAK ADA PELANGGARAN [ PELAMPAUAN BMPE
SESUAI KETENTUAN OJK

Jumilah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3d

dx<4

cxS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilei untuk selurnh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlal pertanyaan

182 100
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 010
Kelola (S): 10% R

Penjumlabhan S+ P+ H 1,00

Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor @

0,08




Rencane Blsnls BEFR

A Btrukins das Infastroitur Tata Kelola {8)

1

Rencann bisnis BPR telah disusun oleh Dircksi dan)
disetujii oleh. Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan
misi BPR.

RENCANA BISNIS DISUSUN SESUAL DENGAN VISI MISI
BAN DISETUJUIE OLEH DEWAN PERGAWAS

2} |Rencana bisnis BPR menggambarkan rencena strategis RENCARA BISNIS TELAH DISUSUN RENCANA JANGHA
jangka panjang dan rencana bisnis twhunan termasuk PANJANG, RENCANA PENYELESAIAN MASALAH SESUAL
rencana penyelesaian permasalaben BPR yang signifikan| DENGAN POJK
dengan  cakupan  sesusd  kelentuan  Otoritas  Jasa
Keuangan.

3) [Rencana bisnis BPR didukung scpenuhnya olch) RENCAHNA BISNIS DIDUKUNG OLEH BUPATI JEPARA

pemegang saham dalam rangks memperkuat permodalan)
dan infrastruktur yang memadai antoms lain sumber daya|
manusia, teknologl informast, jerdngan kanter, kebijakan,
dan prosedur.

SEBAGAL PEMEGANG SAHAM TUNGGAL

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

Total nilni untuk scluruh Skala Penerapan

4..

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyasn
8):3

1,33

Dikali dengan bobot Struktn' dan Infrastruktur Tata
Kelolz (8): 50%

0,67

B. Proses Penerapan Tata Kelola [P)

9

Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan
paling sedikit:

a, faktor cketernal dan internal yang dapat
mempengarahi kelangsungan usaha BPR;

. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;
dan

<. pencrapan manajemen risiko.

RENCANA BISINIS TELANY MEMPERHATIKAN FAKTOR
EKTERNAL DAN INTERNAL, PRINSIP KEHATI-HATIAN,
DAN PERERAPAN MANAJEMEN RISIKO

3)

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksansan rencana bisnis BPR.

TELAH MELAKSANAKAN PENGAWASAN TETAPI BELUM
MAKSIMAL

Jumilah jawaban pada Skala Pencrapan

axl

Hasil perkalian nntuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai untuk sehuuh Skala Penerapan

4

Perhitungan rata-rata dengan dibagl jumlah pertanyaan
(S 2

2,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola {§): 40%

0,80

C. Hasil Fenerapaxn Tata Kelola (H)

6}

Rencana bisnis termasuk perubahan rencans bisnis
disampaikan kepada Otordtas Jasa Keuangan sesiai
Kketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

RERCANA BISIRIS DAN PERUBAHARNYA DISAMPAIKAN
KE OJK SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

Jumiah jawaban pada Skala Penerapan

axl

wa

Hasil perkalinn untuk masing-masing Skala Penerapan

Total nilai uniuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumiah pertanyaan

(s: 1 1,00
Dikali dengan bobot Struktar dan Infeastruktur Tata 0.10
Kelola (8): 10% '

Penjumlahan S+ P+ H 1,57

Total Penilaian Faktor 10 Bikalikan dengan, bobot Faktor

i0

0,12




Transparans] kondisi kenangan dan non keuangan, serta

A Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (B)

1

Tersedianya  sistem  pelaporan  ketangan dan non
keuangan yang didukung  oleh  siatem  informasi
mangjemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk
sumber daya manusiza  yang kompeten untuk
menghasilkan Inporan yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh.

LAPORAN HEUANGAN/HON KEUANGAN DIDUKUKKRG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Jumiah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

ex3

dx4

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

Total nilai wntuk sehuruhk Skala Penerapan

i

Perhitungan mta-rata dengan dilragi jumlah pertanyaan
(8 1

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (5): 50%

0,50

B, Proses Penerapan Tata Kelola [P)

2

BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap|
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan
kevangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan
komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas)
Jasa Keuangan,

LAPORAN TRIWULAN SESUAl DENGAN KETENTUAN OJK

)

BPR menyusun faporan tahunan dengan materi paling
sedikit memuat informasi wmum, Iaporan keuangan,
opini dari akuntan publik atas laporan kenangan
tahunan BPR (apabila ada}, seluruh aspek transparansi)
dan informasi, serta seluruh aspek penguagkapan sesusi;
ketentuan Otoritas Jasa Kenangan,

LAPORAN TAHUNAN DISUSUN SESUAI DENGAN
KETENTUAR OJK

4

BPR melnksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan danfatae penggunaan data nasabalh
BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata coa
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

TRANSFARANSI INFORMASI PRODUK LAYANAN
BERPEDOMAN PADA KETENTUAN OJK

5}

BPFR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jenis dan cakupan secbagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

PENYUSUNAN LAPORAN SESUAE DENGAN PERATURAN
OJK

Jumiah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

exd

dx4

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Pencrapan

Total nilal untuk selurah Skala Penerapan

4

Perhitungan mta-rata dengan dibagi jumbah pertanyaan
Sk 4

1,00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (5): 40%

0,40

asil Pencrapan Tata Kelola {H}

G}

Laporan tshunan dan [aporan kecuangan publikasi
ditandatangani paling sodikit olch 1 (satu) anggota)
Ditekst dengan mencantumban nama secara jelas seoa)
disampaikan secoaa lengkap dan tepat wakin kepada
Otoritas Jasa Keuangan danfatau dipublikasikan sesuai
ketentnan Otoritas Jasa Keuangan.

LAPORAN TAHUNAN DAN PUBLIKAS] TELAH
DITANDATANGANRE PALING SEDIKIT 1 DIREKSI DAN
DISAMPAIEAN KE GJK TEPAT WAKTU

7}

Laporsm penanganan  pengaduan  dan  penyelesainn
pengaduan, dan laporan pengadunn dan tindak lanjut
pelayanan dan penyelesajan  pengaduan  disampailan
[sesuai ketentuan sccara tepat walktu.

SETIAP ADA PENGADUAN DAN PENYELESAIAN
PENGADUAN DILAPORKAN TEPAT WAKTU SESUAL
KETENTUAN YANG BERLAKU

Juiiah jawaban pada Skala Peoerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex S|

Hasil perkalian untuk masing-masing Skaia Pencrapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlab pertanyasn
82

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata

11

Kelola {S): 1096 0,10
Penjumlahan §+ P+ H 1,00
‘Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor| 0.08




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Eilai Komposit
Total Penilaian Faktor 0,20 0,25 -1 9,11 0,15 0,13 | 0,03 0,15 008 0,12 0,08 1,29
Predikat Komposit Sangat Baik

Falktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:
Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas:
Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG , tetapi fungsi
pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi belum maksimal

Falctor 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Karena Modal inti PD. BPR Bank Jepara Artha masih kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar), maka,
fungsi ini belum dilaksanakan

Faktor 4. Penanganan Benturan Kepentingan

PD. BPR Bank Jepara Artha berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menghindari benturan kepentingan yang
dapat merugikan Bank, selama ini belum ada benturan kepentingan, dan juga telah memiliki kebijakan tentang
penanganan henturan kepentingan

Faktor 5 : Penerapan Fungsi Kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan dengan baik, telah melakukan riview atas setiap kebijakan internal
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan, serta selalu mematuhi
segala aturan yang ditetapkan oleh OJK, atau perundang-undangan lainnya.

Faktor 6 : Penerapan Fungsi Audit Inten
SKAI sebagai pelaksanaan fungsi Audit Intern telah berjalan baik, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan telah
memenuhi standar minimum dalam melakukan audit, SKAI menjalankan fungsinya secara independen.

Faktor 7 : Fungsi Audit Ekstern

Penunjukan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui RUPS, dan KAP terdaftar di OJK , dan Akuntan
Publik telah melaksanakan Audit secara independen

Faktor 8 : Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, telah melakukan identifikasi,
pengukuran, pemantanan , dan mitigasi risiko, dan juga telah dilakukannya penetapan limit semua risiko (risilco kredit,
operasional, likuiditas, kepatuhan). Pengendalian internal telah dilakukan tetapi perlu ditingkatkan

Faktor 9 : Batas Maksimum Pemberian Kredit

Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan terhadap ketentuan BMPK baik kepada pihak terkait ataupun pihak tidak
terkait dengan bank

Falktor 10 : Rencana Bisnis BPR:

Rencana Bisnis bank telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK, dan telah memperhatikan rencana kedepan serta
digunakan acuan di dalam menjalankan operasional bank, dan selalu dilakukan pemantaun terhadap keberhasilan
dalan pelaksanaan rencana bisnis.

Faktor 11 : Transparansi Kondisi Keuangan dan Nen Keuangan
Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan, sehingga masyarakat
dapat melihat layanan produk dan jasa bank.




DANA SUMBANGAN TAHUN 2019

TANGGAL URAIAN JUMLAH
20-Mar-19 |BANTUAN KHOUL SYEH ABU BAKAR PILAU PANJANG TAHUN 2019 1.000.000
TAMBAHAAN BANTUAN KEGIATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW KHOUL
29-Mar-19 |cupiH ABUBAKAR PULAU PANJANG 1.500.000
BANTUAN CSR KEGIATAN JUMBARA PMR XIV PALANG MERAH INDONESIA
02-Apr-19 | 1a v 2019 1.500.000
BIAYA PARTISIPASI BANTUAN KEGIATAN BBGRM AHUN
24-Apr-19 XVIDAN HKG KE 47 T 5.000.000
2019 (CSR)
25.Anr.19 |BIAYA BANTUAN CSR PEMBANGUNAN MUSHOLLA SITI AISYAH DAN GEDUNG 1.000.000
p SFRBA GUNA KELURAHAN DEMAAN KECAMATAN JEPARA B
03.Mav.19 [PANTUAN CSR KEGIATAN SYARIAH EXPO DAN RAMADHAN MUBARAK XX 5 000.000
Y=1% IREMAJA MASJIID AGUNG BAITUL MAKMUR KABUPATEN JEPARA A
14-May-19 BANTUAN CSR LEBARAN UNTUK PETUGAS KELURAHAN JOBOKUTO KECAMATAN 400.000
JEPARA
14-Mav.19 |BANTUAN CSR KEGIATAN SANTUNAN DUAFA ANGGOTA PENGAJIAN MASJID JAMI 300,000
“¥IaY-1¥ |NURUL AMALIYAH BERINGIN JAYA JEPARA )
>0Mav.19 |PANTUAN CSR SANTUNAN ANAK YATIM PIATU DAN DHUAFA DHARMA WANITA 1,000,000
~vlay-1> IPERSATUAN KABUPATEN JEPARA i
20-May-19 fé‘ffA CSR SANTUNAN ANAK YATIM PIATU PD. BPR BANK JEPARA ARTHA TAHUN| . 00 (00
29 Mav.19 [PANTUAN CSR PEMBANGUNAN MI DAN PENAMBAHAN ASRAMA PONPES RUHUL 350,000
“MAY-17 lQUR'AN AL ARHAMIYAH :
28 Mav.19 |[BANTUAN CSR UNTUK KEGIATAN SANTUNAN LANSIA KURANG MAMPU KOMISI 5 000.060
~ay-1Y IDAERAH LANJUT USIA KABUPATEN JEPARA i
17-Jun.1o |BANTUAN CSR ACARA HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR MANTAN ANGGOTA 1.000.000
~un- DPRD KABUPATEN JEPARA At
17-Jun1g |PANTUAN CSR HAUL MBAH PAKIS I, SAYYID ABDURROHMAN DAN AULIYA' SE- 500.000
~un-LY  KELURAHAN POTROYUDAN TAHUN 2019 .
20-Jun-19 |BANTUAN CSR PERINGATAN HUT KE 56 SMA NEGERI 1 JEPARA TAHUN 2019 500.000
25-Jun-19 |BIAYA BANTUAN ORANG TUA ASUH LGN-OTA KAB JEPARA TH 2019 (CSR) 1.500.0600
02.Jul.19 |PANTUAN CSR KEJUARAAN RENANG ANTAR PERKUMPULAN DAERAH (KRAPDA) 1.000.000
- JAWA TENGAH BUPATI JEPARA CUP III TAHUN 2019 Db
04.Jul.jo |PANTUAN CSR ACARA SEDEKAH BUMI DAN PERANG OBOR DESA TEGALSAMBI 500.000
- KEC TAHUNAN KAB JEPARA TAHUN 2019 :
08-Jul-19 |BIAYA BANTUAN CSR KEGIATAN SEDEKAH BUMI DESA WELAWAN TAHUN 2019 350.000
08-Jul-19 |BANTUAN CSR KEGIATAN SEDEKAH RUKUN DESA SROBYONG TAHUN 2019 300.000
10-Jul-19 |BANTUAN CSR ACARA SEDEKAH BUMI KELURAHAN JOBOKUTO TAHUN 2019 500.000
{0Jul.lg |PANTUAN CSR KEGIATAN LOMBA BURUNG BERKICAU TINGKAT NASIONAL PIALA| | <00 000
-l KAPOLRES JEPARA TAHUN 2019 HUT BHAYANGKARI R
125015 |PANTUAN CSR UTK KEGIATAN TMMD SENGKUYUNG Il TAHUN 2019 DI DESA 3.000.000

BUCU KEC. KEMBANG KAB. JEPARA (BEA SISWA)




28-Nov-19 |BANTUAN CSR PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL TAHUN 2019 1.500.000
04.Doc.19 |PANTUAN CSR PEMBELIAN 10 SAK SEMEN UNTUK RENOVASI SEKRETARIAT 640.000
PIMPINAN ANAK CABANG PEMUDA PANCASILA :
04.Dec.1o |PANTUAN CSR KEGIATAN PAMERAN CHEMOTHERAPY IN DESIGNER FAKULTAS 000,000
SAINS DAN TEKNOLOGI UNISNU JEPARA TAHUN 2019 -00u.
BANTUAN CSR PERAYAAN NATAL KORPRI, TNL,POLRI DAN PENSIUNAN SE-
12-Dec-19 | oo e IEPAR A 1.000.000
17.Dec.19 |PANTUAN CSR KEGIATAN SOSIALISASI GELAR KARYA PENGANTIN NUSANTARA 1.000.000
17 |LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KERJA AU
- .
27-Dec.19 |PANTUAN CSR KEGIATAN KHATAMANA AKBAR MAILIS SILATURRAHIM HUFFADZ| oo
JEPARA
27-Dec-19 |[BANTUAN CSR SUPPORTER PERSIIAP DI LIGA III TAHUN 2019 15.000.000
TOTAL DANA SUMBANGAN TAHUN 2019 136.487.400




